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LATAR BELAKANG

Teronsme sudah ada sejak perang
prasejatah perangJengls Khan Perang
Salib, Perang saudara di AS Perang
Dunia [ & II, Perang Korea, Perang
Vietnam, Perang Teluk hingga Perang
Bosnia. Demikian pula di Indonesia,
teror sudah ad sejak perang antar
Kerajaan di Nusantara, perang
kemerdekaan melawan Hindia
Belanda,
PresidenSoekarno, Presiden Soeharto

semasa pemerintahan
hingga masa kini.  Semuanya sama-
sama menimbulkan korban vang
dasyat, sedangkan, faktor vang
membedakan terlettak padammodus
operandi yang digunakan antara teror
pada jaman dulu (sampai pertengahan
abad ke 20 ) dengan teror masa kini
{akhirabad ke 21). Duluterordilakukan
dengan cara perang, sedangkan
sekarang dilakukan dengan gerilya.
Cara ini tidak memerlukan banyak
tentara, cukup hanya beberapa orang

saja atau beberapa milisi yang teddatih,
memiliki tekad keras jika perlu sampai
mati. Alat yang digunakan tidak petlu
senap'an, meriam, roket, tarﬁk, kapal
perang atau pesawat tempur,
melainkan cukup bom rakitan
(berbagai jenis), Bisa juga pesawat
terbang komersial (atau alat
fransportasi lain) jika ingin rmeluluh
lantakkan bangunan besar atau suatu
kota.,

Peledakan bom adalah salah satu
bentuk kekerasan publik yang
dilakukan oleh suatu kelompok
terorganisir dan terlatth sebagaibentuk
teror atau kriminalitas intensitas tinggi
dengan latar belakang politik tertentu
{Gilbert, 1994},

ngatakan bahwa :

Gilbert juga me-
“bukan suatu
kebetulan jika pelaku pengeboman
merupakan kelompok vang terasing
denga lingkungan, atau kelompok
fanatik fertentu yang menganut garis

keras dalam perjuangan melawan
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kehdak ad:lan dan kemiskm
ifu dalam rangka mengungkapkannga

. Karena

tidaklah seperti menghadapi tindak
kekerasan Biasa, untuk mengungkap
kelompok pelaku peledakan bom
diperlukan penyelidikan ‘dan penyi-
dikan secara khusus karena terkait
dengan berbagai aspek di dalam
maupun di luar negeri yang rumit dan
kompleks.

Berkaitan dengan peledakan bom
di Indonesia, berakhirnya peme-
rintahan Orde Baru pada fanggal 21
Mei 1998 felah terjadi perubahan
konfigurasi ancaman yang semula
dalam) bentuk kriminalitas biasa
meningkat menjadi kekerasan dalam
bentuk terer. Sejauh itu berkaitan
dengan keamanan di dalam negeri
menunjukkan kondisibahwa keresahan
masyarakat ferus meningkat. Eskalasi
peledakan bom sejak 1999 baik,di
daerah pusat konilik seperti Aceh,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua
juga di beberapa kota yaitu : Medan,
Pekanbaru, Batam, Jakarta, Bandung,
Malang, Poso dan Ambon secara
keseluruhan belum terungkap tuntas,

meskipun ada juga yang bisa ditangkap

:pelakunya namun masyarakat mas;h

menyangsakan kemampuan Poln
Barulah pada peledakan bom di Bali
yang sangat dasyat dan menjadi
perhatian dunia, semua pihak ter-
perangah oleh kemampuanPolridalam
menagkap pelaku dan meng-ungkap
jaringannya.

Dalamkondisiini “sistimkeamanan
dalam negeri “ mendapat ujian yang
cukup berai. Masalah pertahanan dan
keamanan yang semula dikelola oleh
TNI bersama Polri dalam satu sistim,
mendapat tanggapan yang cukup
keras. Hal ini dianggap membatasi
ruang gerak kepolisiandalam mengem-
bangkan penegakan hukum. Kini
setelah Polri keluay dari ABRI,
keamanan dalam negeri menjadi be-
ban vang sangat berat karema pe-
merintah belum merumuskan sistem
yang tepat unttk mengantisipasi
masalah pertahanan keamanan si In-
donesia di masa mendatang. TNI dan
Polriseperti dibiatkan bermain sendiri-
sendiri, dibiarkan memilih lahan tugas
mana yang mereka sukal hingga
muncul daerah ancaman yang disebut
sebagai “grey area“ (wilayah ancaman

kelabu) yang bisa ditangani TNI



. m.flil_ipujnl'?olri.“ Dalam kaitan ini jika
tidak - dirumuskan suatu sistim ISJ.ar'lQ
jelas ‘dan tegas maka tidak-menutup
kemungkinan justru masyarakat akan
merasakan akibainya. '
o Disisilain, isu yang masuk ke Indo-
nesia dari laporan Central Inteligence
Agency (CIA) vang dimuat dalam
Mogjalah Time, minggu ke tiga Septem-
ber2002, inenumtpengkuanALFarouq
bahwa Indonesia menjadi salah satu
negara yang dijadikan wumah bagi
kelompok teroris. Selain itu berkem-
bang pula demaah Islamiah dalam
kehidupan masyarakat, yang mana
berdasarkan black propaganda
organisasi itu ada kaitannya dengan
Al-Qaedah yang dianggap sebagai
gembongterotis dunia. Isuyangdisebar
luaskan di Indonesia tersebut tidak
cukup mendapat simpati darikalangan
umat islam, justru menjadi, stigma
bahwa pemerintahan Megawati telah
diintervensi oleh Amerika Serikat.
Hal ini yang mendorong perlunya
dilakukan analisis untuk menelaah
secara sistematis kasus peledakan bom
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dalam konteks terorisme vang :fe_j_:jadi
di Indonesia berdasarkan ""I:)r.c.)ses
penyelidikan maupun penyidikan yéng
dilakukan oleh para pejabat dan
petugas Polri yang teilibat langsung
maupun tidak langsung -dalam
menangani kasus.

KUANTITAS KASUS PELEDAKAN
BOM -

Peninckatan tajam aksi-aksi
peledakan bom di Indonesia dimulai
tahun 2000. Namun jika ditinjau dari
lembaran sejarah, aksi-aksi itu sudah
adasejek tehun 1976, hanyasaja dalam
dua tahun terakhir, intensitas aksi
meningkat seiring dengan perubahan
konstelasi politik di tanah air. Dari data
yang direkam di Mabes Polvi pada
bulan September 2000 (Baintelkam)
menunjukan : selama tahun 1976 s/d
1997 terjadi peledakanbom sejumlah
biwkasus="Seécara garis besar dapat
digambarkan data peledakan bom di
Indonesia sebagaimana tabel dibawah

ini :
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" Poristiwa'Peledakan Bom medio 1999-2002

 Liokagif - Tahun " Jumlah ' kéterang;ah':"
Medest 2000 13 kasus - ;
2001 4 kasus -
‘Pakanbaru 2000 1 -
Batam = 2001 2 -
Jakarta 1999 4 kasus Terungkap 3
. 2000 15 kasus Terungkap 2

2001 36 kasus Terungkap 25

2002 - -
Bandung 2000 1 1

2001 ancaman bom -
Magelang 2001 1
Sanggrahan 2001 1 -
Purwokwerio 2001 1 Terungkap 1
Semarang 2001 2 Terungkap 1
Blora 2001 J -
Pasuruan 2001 1 Terungkap 1
Sidoatjo 2001 i Terungkap 1
Bondowoso 2001 1 Terungkap 1
Banyuwangi 2001 1 Terungkap 1
Jember 2001 1 -
Malang 2001 2 Terungkap 1
Tuban 2001 1 -
Surabaya 2001 6




Eélda Metro daya, Polda Jabar, Polda
Ja‘t.e.ﬁ;g, Polda dJatim dan Polda Bali,
dihimpuindarimedio tahun 1999-2002.
Secaya rinci data peledakan bom di
seluruh Indonesia dilampirkan dalam
lapotan kajian ini.
MODUS OPERANDI

Secara umum modus operandi
vang digunakan masih bersifat kon-
vensional, meskipun ada juga vang
sudah cukup canggih vaitu peledakan
bomdi Legian Bali. Hal ini dilihat dari
teknis perakitan bom yang relatif ma-
sih sedexhana. Bahan yang digunakan
juga berupa material yang secara
rasional mudah didapat, kecuali TNT
dan detonatorserta jenis granat standar
sepertigranat manggis. Pada umumnya
bom setelah dirakit dibawa si*pelaku
untuk ditempatkan pada posisi dimana
sasaran peledakan akan dilakukan. Si
pembawa fanpa alat pengaman diri,
dimana hal ini diketahui pada waktu
pelaku peledakan di Atrium Senen
terkena kakinya.

Berdasarkan perbedaan ciri-ciri dan

latar belakang pelaku peledakan bom

Sﬁﬁiber + Rangkuman dari data
Puskodalops PoldaSumut, PoldaRiau, -

A urmartitbang POLRL VG 7 No. 1 Aprl 2003 - 42 69)|

dilapangan, ditemukan indikasi adanya

jaringan kerja dari ‘kekuatan _.:yang
memiliki akses yang luas’, yéng
mengendalikan operasi teror disetiap
kota vang dijadikan sasaran. Ini
dikarenakan hampir semua bahan
peledak yang ditemukan menunjukan
karakteristik sama. Misalnya, proses/
cara perakiten yang khas, pengguna-
an TINT, Tetra Metil Lanitil, Boster yang
diisi dengan gotri/paku dan dileng-
kapi dengan detonator. ‘
Bahan peledak, model perakitan
bahan peledak, maupun cara pele-
dakan yang digunakan dalam aksi
pengeboman yang tetjadi di kota-kota
besar Indonesia selama ini sama se-
kali berbeda dengan bahan peledak
tra-disional yang biasa dicunakentin-
tuk mengebom ikan, seperti di Riau,
Lampung, Sulawesi maupun rmaluku.
Bahan peledakemiodel tradisional ini
terdiri dari campuran bahan seperti
pupuk dan minyak. Sementara di Am-
bon terbuat dari bahan-bahan seperti
tabung petromaks, pipa air, belerang,
potongan besi dan pupuk urea,
sehingga sangatlah mungkin dari
peledakan bom di kota-kota besar

tersebutada kelompok profesional yang
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berdm dxbeiakang para ekseku‘tor
Iapangan ' Yo % N

- Cara: pengaktlfan bahan- peledak
juga bermacam-macam, seperti
diaktifkan oleh pelaku sendiri (operate
device)yaifu dipasang di pintu rumah
korban, dimana nantinya pada saat
pinta ditarik maka bom akan meledak.
duga ada yang ditaruh begitu saja
disuatu tempat (kamar mandi, foilet,
tenpat parkir kendaraan). Selain itu
ada juga yang ditempelkan di pintu
mobildengan perhitunganjika berhenti
dan pintu dibuka akan terjadi tekanan
vang bisa meledakan bom. Pada
umumnya untuk mendapatkan per-
cikan apidigunakan fimer vang bisa
distel kapan,saja dari bahan peledak
itu dikehendakiuntuk meladak.

BAHAN BOM YANG DIGU-
NAKAN

Secara umum susunan molekul
bahan peledak terdiri dari : C {Car-
bon); N (Nitrogm); H (Hydrogen); O
{Oxygen) diman asetiap jenis bahan
peledak memikiki jumlah atormn vang
berbeda antara yangsatu dengan yang
lain. Begitu pula dengan produk
ledakannya akan terdiri dari: CO,, CO,

'NO NO, dan H,0, sedangkan ju'ﬁﬂah

panas yang dihasitkan adalah, ter»
ganiung dari perbandingan entara
produk-produksempurnaseperti CQ,,
NO,, dengan CO dan NO serta jumlah
CO,, NO, dan H,0O vang terbentuk,
karena masing-masing gas mermiliki
panas pembentukan yang dibebaskan
pada wakiu proses ledakan terjadi. .
Salah satu bahan peledak (bom)
yang termasuk kategori High (Explo-
sive adalah “emulsi”, vaitu campuran
Ammonium Nitrat + Almunium + Sul-
Jur,
bahan peledak komersial yang paling

Amonium Nitrat sen_dilfi___adalah

mungkin dan mudah diracik. Bahan
lainnya ialah PETn, RDX, C,, Slurry
Explosive, Spring Gelatinedan Semiex
{campuran RDX dan PETN, exnlosive
plastik berasal dari checoslovakiavang
sering digunakan oleh patra teroris).
Hasil racikan inilal" yang kemudian
diberi kode C (Compond), mulai dari
C, C, C,, dan C, Semuanya
mengandung RDX. Bedanya adalah
plastisizer dan terkadang ditambah
dengan TNT dan PETN. C, memiliki
campuran RDX paling besar,
karenanya daya rusaknya juga palling
kuat. Bom jenis ini adalah born plastik




berkekuatan:dahsyat (high explosive)
saﬁgat séhsi_sﬁf,’ i :&igunakan untuk
kepeﬂu_an'_ eksplorasi ;atau militer
{misalnya meledakian jembatan atau
meiedak»kan bukit}, beﬁtuknya padat
sepertistik atau persegidan diledakkan
de-ngan menggunakan timer, remote
conirol, kuncikontak. Bahaninidipro-
duksidi Eropa dan Amerika. C, rawan
akan getaran, rawan gelap, dan ra-
wan cahaya.

Untuk kepentingan komersial
{tambang dan perusahaan semen)
biasanya digunakan bahanpeledak low
explasive. Dulu yang biasa digunakan
adalah, NJBS, sejenis bahan Nitrog-
liserin, Belakangan ini bahan tersebut
ditinggalkan karena sangat peka dan
mudah meledak. Kemudian dipakailah
Na,No, atau Anenim Nitrat. Jenis
bahan peledak kometsial biasanya
berkategori rendah, terdiri dari'bahan
kimia Inorganic Nitrat, seperti Ammo-
nium atau Sodium Nitrat, Organic Ni-
traies (EGDN),
Nitroacromatic Compoun {TNT) dan
Chioraes and Percholares {Potassiun
Percholrate).

Semua jenis bahan peledak baru

Nitratimnes,

meledak jika kena aksi lain, seperti
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suhu panas, benturan atau gesekan
Dengan perkaiaan lain, jika adaakSI
maka bahan peledak berubah méﬁjédi
zat lain, diikuii dengan tekanéri_ .t.i.ﬁggi
yang menhasilkan ledakaﬂ. _'éft.éu
percikanapi. Untuk merakitnya ti_d'aklah
sulit, karena hampirsemua ben__dé..._bisa
menghasilkan reaksi kimia _.'yang
menimbulkan ledakan. Bom  ba-
hayanya terdiri dari baterai, detona-
tor, tapes, kawat, alat pengatur waktu
{timer). Komposisi materialnya antara
;ain metal, kayu, kerfas dan plastik.
Implikasi dari komposisi bahan
peledak tersebut adalah, untuk
melakukan pembedaan terthadap jenis
bahan peledak yang digunakan dalam
suatu peristiwa menjadi cukup sulit,
apakahbahanitudari TNT, RRBX PETN,
Ciclotol atau dari Amatol Pentolit.
dJika bahan. peledak itu
dicamnpur dengan” bahan-bahan lain

Kecuali,

Tritonal dan HEI yang merupakan
campuran dari TNT dengan serbuk
Aluminium (Al) atau Komosisi B de-
ngan serbuk Aluminium.

Ciri khas dari campuran terakhir
adalah ledakannya menghasilkan
senyawa yang sangat dahsyat. Hal ini
disebabkan oleh Aluminium Oksida
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memiliki. berat jenis lebih beral dari
pada unsﬁ.r-.-unsﬁr. lainnya, terempar
lebih jauh dengan Kinetik Energi yang
besar diseriai dengan energi kalori vang
dibawa /sebagai akibat dari reaksi
pembakaran {efek pembakaran = in-
cendiary effect). Biasanya jenis bahan
peledak ini digunakan untuk isian hulu
ledak senjate anti pesawat udara
dengan istilah militer yang disebut
sebagai High Explosive Incendiary
diginokat HEL
DalamkasusledakandilegianBali;
dengan memperhatikan korban luka
bakar yang cukup banyak, vang
menjadi pertanyaan ialah : Apa
sesungguhnya yang menjadi penyebab
luka bakar tersebut ? apakah murni
diakibatkan cleh “gelombang panas”
yang dihasilkan dari ledakan, aiau
karena persentuhan demgan sutnber
panas vang lain, misalnya “atap
rumbia® dari café tersebut.? Jika
penyebabnya adalah murni dari
gelombang panas langsung vang
dihasilkan dari bahan peledak
(gelombang detonasi), dan mereka
vang menderita luka bakar itu berada
pada jarak #+ 10 meter dar pusat

ledakan, maka sangat dimungkinkan

bahwa “bahan peledak®.yang di-
gunakan adalah “campuran -'yahg
mengandung Aluminium, dan untuk
mensuplai Oxigen yang dibutuhkan
dapat juga ditambahkan bahan
Amonium nitrat, sehingga oksidaridari
serbuk Aluminiumnya menjadi lebih
semputna. Sedangkan bahwa pele-
dak utamanya dapat digunakan TNT,
RD¥ atau PETIN, SEMTEX (explosive
plastik buatan Checoslovakia), C4,
Slurry Explosive, Spring Gelatine dan
lain-lain.

Untuk menilai kekuatan bom ada
lima hal yang perlu diperhatikan.
Pertama VOD {Velocity of Detonation
atau daya rambat), ke dua strength
(kekuatan), ke tiga sensitivity, ke em-
pat berai jenis, dan ke lima wakin
simpan. VOD militer biasanyasbesar
dan rata-rata 4500 m/detik ke atas,
sensitivitynya tidakpeka, hentakannya
besar, dan berat jenisnya lebih tinggi.
Makin jauh daya rambainya, makin
kuat pula daya ledaknya. Daya rambat
TNT sekitar 6800 meter per menit,
sedangkan ANFO atau Amonium Nifrat
memiliki daya rambat 3000 meter per
detik. Untuk RDX daya rambatnya
mencapai 8000 meter per detik.
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Adanya pernyaiaan bahwa bahan
peledakyang dlgunakan dil egian Bali
Mini Nuclear atau Atomics demolition
Munition,/kemungkinannya hal itu
sangat Jkecil, sebab akibat yang
ditimbulkan di TKP tidak terjadi unsur
“radiasi” sebagai ciri khas dari reaksi
nuklir. Begitu pula penggunaan
thermobarics Explosive atau FAE (Fuel
Air Explosive) juga tidak mungkin
karena tidak ada korban yang men-
detita “sesak nafas”
menyedot oksigen fdari udara yang
digunakan untuk melaksanakan reak-
si oxidasi davi fuel {(gas acetelin).

JARINGAN PELAKU

Dari kasus-kasus peledakan bom
yang terjadi dibeborapa kota Indone-
sia pasca reformasi,mengindikasikan
adanya berbagai kepentingan baik in-
dividual maupun kelompok %ang
dimungkinkan ikut mem-back up aksi
tersebut. Intensitas peledakan bom
tersebut mengundang rasa tidak aman
di masyarakat, selain itu dengan
kejadian yang timbul berulang-ulang
jelas bukanlah semata-mata bermotif
kriminal, tetapi sangat mungkin
terkandung juga motif politik vang

sebagai akibat

'(42'—'69)1

mengorbankan warga masyarakat tak
berdosa. Kemarahan dan pertaxungan
segelintiv elit dapat merangsang se-
kelormpok orang untuk memanfaatkan
kelemahan pemerintah dalam usaha
merealisasikan kepentingannya (pri-
badi maupun golongan). '
Dalam kaitan inilah peningkatan
tajam aksi-aksi peledakan bom pada
tahun 2000 telah memunculkan
berbagai asumsi, terutama menyang-
kut dugaan masih bermainnya ke-
kuatan-kekuatan orde baru pada ma-
sa transisi untuk mengaburkan ke-
salahan-kesalahen vang telah dilaku-
kan terhadap rakvat. Kekuatan-
kekuatan itu diduga menggunakan
kemampuan teror dan intirnidasi baik
terhadap pemerintahinatipun rakyat.
Apalagi masih ada pejabat elts orde
baru menduduki posisi sentral dalam
pemerintahansyang mana halitu sangat
memudahkan untuk ikutberaksi dalam
membuat penyimpangan kebijakan.
Dari data peledakan bom yang
terkumpul di Baintelkam Polri
menunjukan beberapa jaringan antara
lain :
a. Kelompok Radikal Kanan

Awal mula terungkapnya kelompok



I ‘Aksi Peledakan Bom Dalam . L i !

radxkal kanan. adalah dari kasus gereja HEBP Jakaria Timus. b

i 'peieda_kafhtboxﬁ di Plaza Atium
Senen, dJakarta Pusat.® Dari
pemeriksaan 'téfha_dap dany alias
-~ Taufik Nuralim (warga negara Ma-
- laysia) dengan kartu identitas {IC)
" 'Nomor A 2997604, alamat Taman
- Intan Kelang Johor, Malaysia dan
di Jakarta tinggal di rumah
kontrakan di Jl. Malaka blok H
Nomor 88 Klender Bekasi, Jakarta
Timur bersama empat orang
kawannya, masing-masing ber-
nama Rusli alias Diky, asep alias
Darwin, Agung dan Abas diketahui
bahwa, pada tanggal 1 Agustus
2001 Deny alias Taufik Nuralim
bersama abas, Darwin, Agung dan
Diky berangkal ke Atrium Sepen
dari Klender Bekasi dengan
membawa tas berisis "bom vang
sudah dirakit dengan rencana akan
diledakkab di dalam bus, namun
katena salah menyetel timer, bom
meledak didalam Plaza Atrium dan
mencederai kaki Dany alias Taufik
Nuralim. Selain meledakan bomdi
Plaza Afrium, mereka juga me-
ngakui telah meledakkan bom di

gereja Santa Anna dan di depan

Dany alias taufik Nualim masukke
Indonesia sekitar bulan Mei 200{)
bersama Yassin, Ibrahim, “Ali,
Taufik, Ismail, Lukman, Saad,
RBusmian dan Hidayat lewat sabah
Malaysia, tawau, Nunukan,. Palu,
Gorontalo, Manado, ternate, .
Morotai dan Ambon. ' Selama di
Ambon mercka tinggal di Posko
Laskardihat, kemudian berangkat
ke Jakarta, dan sampai di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2001
dijemput oleh Abas dan dibawa ke
rumah Daniel di Buaran.
Selanjutnya mereka menginap di
rumah susun Klender diJln. Malaka
Raya Jakarta Timur.

Dari hasil koriirmasi dengan i igié
son Offiser Polisi Diraja Malaysia di
Kedutaan BesarMalaysiadi Jakarta
diperoleh keterdngan bahwa, dany
al. Taufik Nuralim adalah anggota
Mujahidin lainnya yakni (Diafar
{Keturunan Arab) yang bertempat
tinggal di Sebangkok Tiram,
Tarakan Kalimantan Timur dan
Umar Cipto Sumarto, Suku Jawa,
lahir di Sukoharjo tahun 1972,
bertempat tinggal di gambiran
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: _ Ceifnar_;i, -Grogé)i ‘Sukoharjc (pe-
' ngumpul dana di da.é.ra.h.-'Jawa
o -Teﬁgah). “Mereka telah ditangkap
' Police Malaysia di Tawau karena
~menyelundupkan senjata api dan
- amunisi dari Philipina ke Indonesia
suptuk mendukung perjuangan
' Laskar dihat di Maluku.
. Dari hasil pertimbangan pe-
nyelidikan vang dilakukan Polyi
didapat keterangan bahwa jaringan
Mijahidin di Indonesia adalah di
Jawa Barat (Garuf, Tasikmalaya,
dan Ciamis). Jaringan di Jawa
Tengah berada diKota Yogyakarta,
Surakaria, Sukoharjo dan Peka-
longan, juga berkembang di
Sulawesi selatan, Nusa Tenggara
Barat dannSumatera ulam.
. Kelompek radikal Kiri
Terungkapnya kelompoek radikal kiri
dimulai dari tertangkapnya pelaku
penempelan dan penyebar pamilet
yang isinya menghasut masyarakat
di Bondowoso agar menuntut
pembubaran Golkar. Daridelapan
pelakuyang di-tangkap Polisi, salah
satunya, adalah Ketua PRD
Bondowoso bernama Rudi. Rudi

mengaku penyebaran pamflet

tersebut disuruh oleh Purxﬁa&i:dan

‘Engel-berthYohanes Rohi al. Jaja
‘yang berdomisili di JL Manya_r Sa-

brangan VIl A/7 Surabayas .
Para aktivis PRD tersebut ditengarai
sebagai kelompok yang ;.'sering
melakukan tindakan keras dalam
usahanya rnemperjuangkan  as-
pitasi di DPR juga terhadap aparat
Pemeriniah khususnya aparat
keamanan tidak mau menunjuk-
kan sikap vang kooperatif. Selain
dua orang anggota PRD juga
ditangkap dua anggota DPRD
Bondowosc vangterprovokasi oleh
oleh PRD, sehingua ikut bertindak
arogan dalam kerusthan 4di
Bondowoso.

Di sefiap Kabupaten, PRD¢me-
nyusupkan dua anggotania untuk
memprovokasi masyarakat se-
tempatedalam rmemperjuangkan
aspirasi. Hal ini memiliki hubungan
dengan PRD Pusatdidakarta antara
laindengan Vikior Heliono, Hamud,
Nurkolis, Abdurrahman, Arsal dan

Muslimin.

. Keloempok Tommy Soeharto

Berdasarkan pemeriksaan dari

delapan orang pelaku pembunuhan
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0 'terhadap Hakim. Agung syaifudm
-'Kartasasrmta ‘diketahui bahwa
~Tommy - Seeharto memiliki ke-
- Jompoksadikal yang sewaktu-wak-
“tu-dapat digerakkan untuk mela-

- kukan pengacauan, oL
d. Gerakan Sparatis Bersenjata

“Aceh (GSBA)

Terungkapnya Gerakan Sparatis
Bersenjata Aceh (GSBA) ikut serta
dalam melakukan peledakan bom
di luar wilayah Aceh didasarkan
~dari hasil pemeriksaan terhadap
pelaku peledakan bom di Kantor
BEJ Jakarta.

vang tertangkap (meskipun mere-

Dua orang pelaku

ka kemudian melarikan diri dari
penjara dan hingga kini tidak ada
kabarnya lagi) adalah Ibrahim
Kostrad dan Nurwyadin Wahab.

e. Kelompok Hadikal'Lainnya
Kelompok radikal lain vang
dianggap Baintelkam Polri sering
terlibat dalam berbagai aksi unjuk
rasa dan kerusuhan massal Urban
Poor Concorcium (UPC) pimpinan
Wardah hafid dan PBHMI pim-

pinan Nur Kolis.

PUSAT RADIKAL _

Berdasarkan peledakan bom dl
beberapa gereja di Indonesia, dari kota=. '
kota yang dijadikan lokasidikaitkan
dengan jalur wilayah demografi,
adatistiadat dan kondisi sosial
masyarakatnya nampak bahwa ada
kecenderungan peledakanbombukan
mengarah pada sentimen antar umat
beragama (terutama antara Islam dan
Kristen). Di kota-kota dimana peristi-
wa itu berlangsung, tfidak menunjuk-
kan suatu poiensi yang mengakar pa-
da problem konflik agama yang kuat.
Hal ini bisa dilihat dari wilayah sasar-
an yang meliputi Medan, Pekanbaru,
batam, Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, Mojokerto, Malang, Den-
pasar dan Makasar.

Sementara itu orang-orangvang
dijadikan pelaku untuk meledakan bormn
di lapangan_menunjukan cir berasal
dar suatu komunitas agama meskipun
bukan dari aliran politik yang sama
atau politik tertentu. Sehingga patut
diduga pelaku-pelaku lapangan
memiliki afiliasi komunitas sosial
ideologi tertentu yang sama. Hal ini
menjadikan sensitifnya hubungan an-
tar agama jika efek sosial peledakan
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'_bom tldak d:keioia sefara proporsm-
:nai sebab keterlxbatan pelaku»pelaku
lap_ang_an itumerupakan hasildari kerja
sei:'airé"--jigrmganisir' yang berhasil
mehghubuhgkanpaxapelakusamsama
lain .( yang kadang tidak saling menge-
nal junhuk suatu agenda feror tertentu.

Darirangkaian peledakanbomjuga
disinyalir bahwa aksi-aksi itu bukan-
nya untuk menggulingkan pemerin-
tahan atau merebut kekuasaan dari
suatu golongan tetapi lebih berorien-
tasi untuk menciptakan situast ma-
syarakat vang panik, resah, goncang
dan’ was-was, sehingga timbul rasa
saling curiga mencurigai antara satu
golongan dengan golongan yang lain.
Dengan kata lain aksi peledakan bom
uniuk meruntuhkan kultursosial politik
pluralistik yang hendak dikembang-
kan di alam politik saat ini. Aksi
peledakan bom juga sangat mungkin
untuk mendiskreditkan perkembangan
politik dengan cara menggiring opini
masyarakat bahwa reformasi tidak
mendatangkan ketenangan atau
perbaikan kesejahteraan hidup justru
lebih membuat sengsara orang.

Di samping itu aksi peledakan bom
lebih merupakan provokasi politik

.daiam rangka menhasut masyarakat

untuk bertindak vadalistik.. Hal ini
dadasarkanpadaobyekpeledakanyang
dipilih. ‘Dengan meledakkan . géieja
maka dihafapkan pasca peledakan
akantetjadiaksibaliksaiingmehpéxang
antar umat, atau terciptanyarasa saling
curiga dan dendam yang kian kental
dan mendalam dalam masyarakat.
Penilaian tersebut didasarkan pada
kecenderungan vyang terjadi antara
Izin:

Pertama, sampaisaatini tidak ada
satupun kelompok yang menyatakan
diri bertanggung jawab atas peledak-
an bom yang dilakukan. Juga sampai
saat ini tidak ada tuntutan politik dari
pihak pelaku untuk memaksakan
kehendak politik mercka. Kedua,aksi
peledakan bersifat sporadis, kurang
sistematik dan tidak beianjut. Artinya
aksi itu tidak.dititjzkan sebagai ujung
tombak pernaksaan kehendak politik
baik kepada pemerintah maupun
kepada pihak-pihak tertentu. Kefiga,
jika dilihat dari tempatempat yang
menjadisasaran adalah bukan instansi
pemerintah atau obyek vital (oroyek
industri terfentu) yang menyangkut

hajat hidup orang banyak, maka akibat
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peiedakan bom txdak sangat berartz

mengganggu penyelenggaraan pe-

merintahan.” i g
- Bertolakdari pemlalan dl atas, ada

beberapa alternaiif vang diduga

menjadi “pusat radikal” vaitu.: .

1. Gelongan vang merasa dirugikan

..atau kehilangan hak istimewa baik
secara polittk maupun ekonomi
dalam rangka reformasi di Indo-
nesia.

2. Golongan yang anti pada kultur
politik pluralistik yang saat ini
berkembang.

3. Golongan pemegang kekuasaan
masa lalu yang hendak bangkit
kembali melalui cara manipulasi
kesadaran masyarakat.

4, Golongan yang ingin mendirikan
Negara [slam ‘melalui kesamaan
ideologi yang tersebax di beberapa
negara. Kelompok yang dicusigai
mempunyai rencana tersebut
adalah darul Argam, Jama’ah
Tablighi, Mujahidin dan Jama’ah

Islamiah.

DINAMIKA GERAKAN
Tragedi pemboman di Bali dan
Manado padatanggal 12 Oktober 2002

yang teiah menewaskan leblh dan 180
orang, _adalah salah safu dan beberaw
pa aksi terir yang telah berlangsung di
indonesia yang sampai saat ini belum
terungkap secara tuntas. Sementara
itu ada sebagian tokoh pohtlk_maupgn
masyarakat yang curiga atas tert_ar_i_g-_
kapnya para pelaku pengeboman, Di
samping itu ada juga vang mas:h
memungkiri keberadaan jaring'an
terorisme di indonesia dan melihat isu
terorisme sebagai bentuk rekayasa
internasional untuk memojokkan
indomesia. Pandangan itu menun-
jukkan gejala : (1) Ketidak seriusan
masyarakat dalam melihat terorisme
diindonesia; (2) masih ada kelemahan
aparat keamanan dalam mengan-
tisipasi peledakan bomsebagai bentuk
teror dalam negeri; (3} secara terse-
lubung meragukan kemampuan apa-
rat kepolisian dalam mengungkap
*erorisme” .

Di sisi lain cukup rapinya gerakan
teror bom bergerak di Indonesia sela-
ma ini dan lamanya terbongkar para
pelaku pengeboman menunjukkan
bahwa intelijen masih lemah. Melihat
kenyataan itu maka antisipasinya

adalah peran intelijen agar bekerja




sé'ééiﬁ_ifuﬁés'idnal danbergerak secara
terbxééﬁiSif.' Upay# it dittij{zl{a.n kepa-
da '-'-ﬁ*eni'ngkatan kapasitas, profe-
sio'r_ia_‘litas_'dan ‘aktualitas” dalam ke-
raﬂékﬁ Jkeamanan. Pemerintah juga
harusitegas bahwa hanya Negara
sajalah yang punya wewenang untuk
ménggunakan instrumen kekerasan
secarasah. Karenaifu, semuakekuatan
di'luar Negara harus dilarang untuk
mengorganisir kekuatan yang meng-
gunakansimbul-simbul militerdan atau
ber}ﬁrilaku militer dengan kekuatan
pernaksa yang bisa dipakai untuk
melakukan kekerasan.

Dinamika gerakan terorisme di In-
donesia berlangsung secara pesat sejak
tahun 1998 disebabkan oleh berkem-
bangnya jaringan pendukung. daring-
an itu bentuknya“adalah pencucian
vang, penyelundupan senjata api, dan
perdagangan gelap narkoba. Perkataan
“dinamika gerakan” dalam hal ini
memberikesan bahwa dalam terorisme
senantiasa terkandung unsur organi-
sasi atau kegiatan kriminal yang
melibatkan lebih darisatu orang. Ang-
gapan: ini belum sepenuhnya benar.
Sebab ada peristiwa terorisme khu-

susnya domesticterorisme (teroris lokal)
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yang sepenuhnya dilakukan secara in-
dividual. Contoh, tentang lulih lan-
taknya gedung City Building di Okla-
homa pada tanggal 19 April 1995,
beberapa saat setelah gedung beylan-
tai sepuluh itu dihentak oleh dentum-
an bom besar. Menteri Luar negeri
Warten Chritoper langsung serta mer-
ta mengkaitkan pelaku kejadian #u
dengan terorisme internasional,
Ternyata dugaan Menlu AS itu sama
sekali meleset. Akhimya dunia tahu
bahwa pelaku peristiwadahsyat dengan
korban tewas 168 orang tersebuf hanya
dilakukan oleh satu orang, vaitu
pemuda bekas serdadu AS bernama
TMC Veigh. Pers AS mencatat drama
mengerikan itu sebagai “the worst of
domestic terrorisin in American . is-
tory”. Peristiwa lain yang masth juga
terjadi di Amerika Serikatfalah terjadi
serangkaian tero¥bom vang dilakukan
oleh hanya satu orangselama 15 tahun
tanpa mampu dijamah oleh aparat
kepolisian. Pelakunya adalah seorang
doktor matematika dari Harvard Uni-
versity, bernama Jhon Kacynski yang
dalam peristiwa itu dijuluki Unabomber,
karena seringnya ia menjadikan uni-
versitas dan maskapai penerbangan
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sebagal sasaran peiedakan bom.
' Lamanya alsi teror ifu terungkap

adalahdisebabkanoleh petugashukum

terperangkap oleh alur pemikiran
konéf)iré's.;i yang dibangunsendiri, yang
semenjak awalsudah tercetak didalam
benaknya bahwaterorisme merupakan
orgaﬁized_crime. Memangsecara teknis
akasi teror itu memiliki nilai partikular
vang luar bimsa spesipik, sehingga
pantas kalau sulit dilacak. Namun
rentetan teroryang dilakukan Kacynski
dapat berlangsung lama karena ;
Pertama, pelaku menempuh diam (si-
lent strategy), tidak mengutarakan
identitasmaupun tuntutannya. Kedua,
material dan teknologi yang dipergu-
nakan dalam feror sangat tersamar.
Bom dirakit seoxang diri dengan ban-
tuanalat-alatsederhana, sehingga Polisi
sulit melacak asal usul bahan texsebui.
Ketiga, sasaran yang dipilih jalahwuai-
versitas dan maskapai penerbangan,
hal itu sulit dicari pertautannya secara
logis. Padahal asumsi motif ini penting
untuk untuk dijadikan dasar pemetaan
identitas pelaku untuk memperkirakan
langkah vang diambil sebagai usaha
yang bersifatantisipatif. Keempat, profil
pelaku jauh dari gambaran seorang

penjahat, sehingga mudah dikeluaﬂ;a_ﬁ '
dan daftar orang-orang yvang seha-
rusnya dicurigai apalagi untuk kejas.
hatan vangm em atkan (deadly crime).

Hal ini dapat dilihat juga dari pe-

nampilan Iman sarmudra dkk, umum- .
nya jauh dari penampilan sebagai
pelaku kejahatan. '

Kebiasaan mendiskripsikan te-
rorisme sebagaisuatu bentuk kejahatan
yang penuh konspirasi adalah tidak
selalu benar. Realitas terorisme di
berbagai Negara mermiliki kecende-
rungan yang beragam. Demikian pula
kelompok terorisme memiliki persen-
jataan yang canggih juga belum tentu.
Tetapi, semua te-rorisme dalam suatu
Negara bersumber dari akanr yang
sama dengan yang terjadi di Negara
lain adalah sangat memungkinkan.
Apa vang mengancam di Negara
Amerika, sangat mungkin mengancam
pula di Indonesia. Ketakutan akan
adanya konspirasi menunjukkan
cerminan rasa tidak yakin untuk
menghadapi sendiri terorisme.

Di Indonesia bisa dikaitkan krisis
politik, ekonomi dan lemahnya
penegakan hukum sebagai faktor
Terlebih,

pemicu aksi terorisme.
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‘keadaandan posisigeografis, te_ruféih?a
. laut .yaﬁg.:tefbuka dan . dengan sistem
kontrol.yangdemah, memberi ruang
yar_ig leluasa bagi munculnya gerakan
terorisme. Terorismeadalah fenomena
globalyang menggunakan jaringan dan
transaksi internasional maupun
nagional, dalam bentuk lalu lintas
manusiasecara ilegal, pencucian uang,
penyvelundupan senjata, dan perda-
gangan obat-obat terlarang.

Pernboman di Bali dan beberapa
tempat di Indonesia adalah aksi teror
vang tidak bisa ditolerisr dengan alas-
an apapun, termasuk dengan alasan
kesenjangan dan ketidak adilan.
Namun di sisi lain tindakan pemetin:
tah juga harus benar-benar mem-
Tindakan te-

roris, apapun ‘alasannya adalah

perbaiki kinexjanva,

tindakan anti kemanusiaan yang
mengingkari moralitas universal.
Sekalipun tidak jarang aksi terorisme
didasari oleh pendirian moral politik
tertentu, tindakan teror justru akan
menghilang-kan cita-cita moral politik
yang benar.

»Dalam kondisi tersebut strategi
keamanan terutama di dalam negeri

perlu disesuaikan dengan perubahan

ancaman. Sebagai contoh ‘Amerika
dengan terjadinya tragedi_i_.WTC
memaksa Pentagon untuk mengubah
doktrin peperangannyadengan dokh-m
baru yang disebut * ASYMETRICS
WARFARE", yaitu peperangan untuk
mepghadapi musuh yang-tidak
berbentuk dan tidak memiliki batas
negarayang terientu dan sangat jauh
berbeda (bagi mereka) dengan jenis
peperanganyangtelah mereka siapkan
selama berlangsungnya perang dingin
dimana unsur-unsur manuever and fire
power nya adalah berdasarkan
periempuran dengan front vang luas
dan dengan kedalaman yang tidak
terbatas vyang disebabkan oleh
kemajuan teknologi persenjataan jarak
jauh serta percision muntions yang
meliputi ruang angkasa {star war)
sehingge terjadi all out war dimana
selluruh penjuru.di"bumi merupakan
medan perang dantidak ada lagi batas
vang jelas antara garis depan dan garis
belakang. Doktrin ini mendorong
mereka untuk mengevaluasi peralatan
yang telah mereka miliki, dan berusaha
menciptakan peralatan-peralatan yang
lebih ringan dan fleksibel, seperti pe-
sawat terbang tak berawak yang dapat
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dzgunakan untuk tugas pengmderaan
: pengmta1an serta penyerangan dan
dapat:secara. fahasia dipindahkan
dengan cepat dari posisi yang satu ke
posisi - yvang lain, yang dengan secara
mendadak harus dimatikan.
" Dokirin peperangan melawan
terorisme . tersebut, . nampak telah
diterapkan ke wilayah tanah air kita,
yang s.angat berbeda dengancara-cara
Amerika dalam menghadapi terorisme
pada masa lalu. Dengan ditopangnya
kemajuan teknologi komunikasi dan
cybernetics sangat dimungkinkan untuk
melaksanakan koordinasi dan
komunikasi dalam mengadakan
perencanaan hingga tingkat interna-
sional, danjseocerti telah dipahami
bahwa koordinasi dan komunikasi
merupakan unsur utama suatu
komando, selain teknolegi peralatan
dan metode penghancuran sasasan
vang dilakukan secara ferus menerus,
dimana hal itu nampak dikembangkan

di wilayah Timur Tengah.

TERORISME DALAM KERANG-

KA HUKUM NASIONAL
Berbagai aksi kekerasan dan

peledakan bomyang terjadi di Indone-

sia menunjukkan bahwa terb_%isiﬁz;e' '
merupakan ancaman nyata terhéi&a;:; -
kemanusiaan, keadilandan demckiasi
yang dapat terjadi kapan saja dan
dimana saja. Karena itu iterorisme
harus dihadapi secara komprehensif
anfara lain melalui pengembangan
perangkat dan institusi hukum. .
Terdapat tiga: kemungkinan 'pil“ihan.
sebagai berikut
1. Pendayagunaan perangkat dan
institusi hulum vang sudah ada.
2. Pemanfaatan instrumen hukum
internasional melalui’ ratifikasi
konvensi-konvensiinternasionalke
dalam bentuk undang-undang.

Konvensi-konvensi internasional

itu antara lain adalah :

a} Convention on offences and
Other Acis Conrrnitted on
Board of aircraft ( Tokvo, 1.4.9.
1963).

b) Convention on Suppression of
Unlawful Seizure of Aircraft
{The Hague, 16.12.1970}.

c) Convention on Suppression of
Unlawful Acts Against the Safety
of Civil Aviation signet at
Montreal on 23.9.1971 and its

Protocol (Montreal,
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--'..-i-:-.}--.and P_ums_hnrer_at of Crimes

: ';'10 12 1984)

'Conventxon on the Prevent:on

SRR _Against_ngsons Enjoving Inter-

-+ pational Immiunity, Including
i -_I_)iplomatic Agents ( New York,
. 14.12.1973). :

i)

International Conventioan
_ Against the Taking of Hostages

{New York, 1979).

. The United Nations Lain of the
- Bea Convention of 1088 and its

related provisions on piracy at

‘sea.

Convention on the Physical Pro-
tection of Nuclear Material
{(Vienna, 1979 ).

Protocol for the Suppression of
Unlawhul ACTS of Violence at
Airports Sewing International
Civil Aviation-Supplementary to
the Convention for the"Sup-
pression of Unlawful Acts
Againstthe Safety of Civil Avia-
tion { Montreal, 1988).
Protocol for the Suppression of
Unlawful Acts Against the Safety
of Fixed Platforms on the
Convensational Shelf {Rome,
1988}
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) -‘.Convntaon for the Suppressnon

- of Unlawful Acts Against the
- -Safety of Maritime Navxgatlon
- (Rome, 1988). '

k) International Convention f_ofthe

Suppression of Terrorist Bomb-
ings (New York, 1997). -

1) Convention on the Marking of
Plastic Explosives for the pur-
poses of Detection (Montreal
1991). :

m) International Convention forthe
Suppression of the Fiiraracing

of Terrorism (United Nation,
1999}

. Penyusunan perangkat hukum

tentang anti teror.

Dari tiga kernungkinan pilihan
tersebutsesungaguihnya penggunaan
secara bersama-sama pilihan
pertama dan kedua.sudah men-
cukupi kebutthan untuk meng-
hadapi terorisme. Bahkan secara
politis sudah membuat Indonesia
sebagai bagian dari masyarékat
internasional dalam memerangi
terorisme. Tindak pidana yang
disebut sebagai tindak pidana
terorisme pada dasarnya telah
diatur dalam KUHP dan UU tindak
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.pldana iamnya seperﬁ UU Jindak
‘Pidana Ekonomi,: UU Tindak Pi-
dana Pencucian Uang, UU Pelang-

-+ garan ‘HAM vang Berat, dan UU
non pidana ya_nQ di dalamnya me-
muat ancaman pidana seperti UU
Pemilu, UU Pers, UU Lingkungan
- Hidup, UU Transportasi, UU Kemer-
dekaan Menyatakan Pendapat di

 Muka Umurn dan sebagainya.

Ditambah lagi pengaturan secara
spesifik tindak pidana yang berkaitan
dengan teror telah diatur secara rinci
dan komprehensif dalam berbagai
konvansi inifernasional (termasu
protokol}.. Khusus mengenai konvensi
internasiopal hanya membutuhkan
pengaturanilebih lanjut mengenai
institusinya vang berfungsi untuk
pelaksanaan. Sementara #tu jika
pemerintah dan DPR“bermaksud
hendak membuat perangkat hukum
secara khusus maka hal itu harus
memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Pilihan pertama dan kedua, yakni
pendayagunaan perangkat dan
institusi hukum vyang ada serta
ratifikasi konvensi-konvenasi
infernasional berikut protokalnya,
tetap dilaksa-nakan.

2. Pengaturan itu harus memenuhr
beberapa hal, vaiiu :

a} Paradigma. Terorisme adalah

“kejahatan vyang sudah di-

* kualifikasikan sebagai keja-

- hatan terhadap kemanusiagn
{erimes against humanity) yang
memenuhi unsyr sytematic atau
widespread. Dalam hal pe-
ngertian crimes against human-
ity, siapapun, baik state mau-
pun nonstate actors dapat
menjadi subyek atau pelaku
dari kejahatan ferorisme.

b} Definisi. Dfinisi tentang te-
rorisme harus jeias dan limita-
1if, sehingga dapat dibedakan
dari tindak pidana lainnya dan
sekaligus dapat mencegah
penggunaan pasal-pasal un-
fuk menjerat tindakan-tindak-
an yangdidak termasuk dalam
ruang lingkup definisi teroris-
me. Dalam hal ini, terorisme
adalah tindak pidana yang
memenuhi keseluruhan unsur-

(1) Secara
sengaja menggunakan keke-

unsur berikut

rasan dan/atau ancaman ke-
kerasan; (2} Yang ditujukan
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pada penduduk 51191I danlatau
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E dlperiakukansamad1depan
obyek-obyek sipil secara indis- hukuk dan hak untuk fer-
- criminate; (3) Dilakukan secara bebas dari rasa takut.

| terorganisisy; (4) - Melahirkan
- ketakutan yang meluas; dan (5)

- Baik yang memiliki motif dan

harus menjamin keseimbang-

an antara human security dan

state capacity untuk meng-
hindari tindakan yang abusive.

Cleh karena itu dipedukan :

1} Pembatasan dan akunta-
bilitas penggunaan pe-
rangkat dan alat-alatoke-
kerasan negara.

2) Perangkat hukum yang
dibuat untuk menghadapi
tindakan terorisme tidak
pernah boleh melanggar

3) Hak warga negara dijamin
penuh dengan mekanisme

legalcomplaint.

- hyuan politik atau tidak. 4) Upaya penanganan tero-
“c} Sangsi. Ancaman sangsi yang risme dilakukan dalam ke-
diberikan harus lebih berat dari rangka due process of Jaw.
tindak pidana biasa dan Laporandan bukti intelijen
disesuaikan dengan kualifikasi tidak cukup sebagai bukti
tindakan dan dampak dari permulaan untuk melaku-
tindak pidana terorisme ifu. kan findakan-tindakan pro
d} Dalam penegakan hukumnya justicia.

e} Badan. Dalam melakukan

tindakan-tindakan dan langkah
strategis untuk menangani
tindak pidana terorisme . Kepala
Kepolisian mengusulkan ke-
pada Presiden uniuk memben-
tuk badan tersebut. Keselu-
ruhantata cara dan mekanisme
penegakan hukum vyang dila-
kukan oleh badan ini tunduk
kepada Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

ANTISIPASI TERHADAP SISTEM
KEAMANAN DALAM NEGERI.

Reformasi sektor pertahan dan

non-derogable right seperti
hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak untuk
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keamanan daiam empattahun terakhlr

teiah membuahkan banyak haI an’zara_ '
lain pemzsahan Polxi: dan pengorga-

nisasian ABRI pembahan Doktrin Dwi
Fungsi, pengurangan peran TNI dalam
birokras: pemerintahan dan lembaga—
1embaga politik. Hal itu merupakan
bukti adanya kehendak pohtxk untuk
menempatkan TN dan Polri di masa
depan sesuai denganfungsionalisasi-
nyadalammenghadapiancamanyang
sistematik dan terorganisir.
Sementara itu dalam hal reformasi
integnal TNI masih menghadapi
berbagai perscalan. Tantangan terha-
dap keamanan nasional (national se-
curity) terlalu kompleks untuk dapat
dipisahkan)dengan jelas menjadi
pertahanan negara (national/state de-
fence) dan keamanan dalam negeri
(national security} terutama ketika
belum tersusunnya tataran kewenang-
an institusi-institusi yang mengemban
funigsi pemerintahan negara di bidang
pertahan dan keamanan negai.
Keamanan dalam pengertian
sebagaisuasanayang bebasdarisegala
bentuk ancaman bahaya, kecemasan
dan ketakutan, dlama dimensi ini

“negara-bangsa “, “ kedaulatan “, dan

- "te rxton

eakan—akan dxanggap.;'
sebagaz sesua'tu vang fmal dan’ tldak.
bisa -diganggu . gugat. Selam;:_l_ .ini
berkembang pengertian keam_aném
yang mengandalkan :kesepahamén
antara megara dengan -masyarak_at >
spesialisasi fungsi dengan diferensiasi
insﬁmsiyangbertanggungjawab.upﬁ;k
masalah vang berkaitan deng_a'n
keamanan. Sedang dalam kenyataan
hal itusering menimbulkan komplikasi
yvang melahirkan kesalah pahaman
mengenai perspektif, ruanglingkup dan
potensi yang mengatasinya.

Sejauh itu fragedi bom Bali dan
beberapa kota lainnya tidak dapat di-
jadikan dasar bagi kembalinya per-
luasan peran TNI dalam internal scurify
seperti di masa lalu. Tragedi it justay
harus menjadi urgehsi bagi perurpusan
dan penataan peran TNl dalarm operasi
militer selain pexang (Military Opera-
tions Other Than War), termasuk untuk
operasi bantuan kemanusiaan.

Kini pengertian sekuriti mengalami
perubahan bentuk. Sekuriti yang
sernula berkaitan dengan hal-ikhwal
tentang “perang dingin® antara blok
komunis melawan blok kapitalis yang

menimbulkan konflik antar negara,



de!#gan_ berakhimya perang dingin, kini
timbul tipe konflikBaru yang memiliki
ciri berbeda déngan apa yang dikenal
selama perang dingin. ‘Hal ini di-
tunjukkan oleh gejala dimana kuantitas
konfik'meningkat secara tajam. Seba-
gian/besar konflik itu berlangsung di
dalamnegara fintra-state). Dibeberapa
Negara, sengketa yang timbul ‘dida-
satkan pada konflik keagamaan dan
etnis. Ronflik itu melibatkandi samping
anggota tentara juga pen-duduk sipil
bersenjata yang tidak memilikidisiplin
danjalurkomando yangjelas, sehingga
berkembang menjadisemacamperang
geriliyatanpa garis front, dengan akibat
banyak korban jatuh dari kalangan
sipil. Sejalandengan hal itu mulai timbul
kerancuan instifusi Negara terutama
in.stimsiképoﬁsian dan pengadilan vang
mengakibatkan timbulnyakekacauan,
kriminalitas yang merajalela®™dan
tindakan-tindakan anarkhi.
Dalamkondisi ini, kriminalitas telah
menyebar luas ke dunia, baik Negara
maju maupun di Negara berkembang.
Rendahnya Produk Nasional Bruto,
naiknya jumlah penduduk dan
menyusutnya sumberdaya alam
mengakibatkan masyarakat semakin
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sulitdikelola. Dalam halinimenjadikan
Negéra menjadi sulit bérfungsi."fG ejala
vang nampak adalah lahirnya -dagfah
perkofaan yang padat, disamping itu
meningkatnya jumiah pengangguran
vang mengakibatkan sulitnya -'i:_ehg&
lolaan. Seiring hal itu dunia dikejutkan
olehmerambahnya perdagangan obat
bius, sampai masuk ke kalangan
pemerintah, seperti di Panama, Itali,
Columbia, dan Thailand. Kolusiantara
mafia narkotika dengan pejabat
pemerintahidi beberapa Negara
menjadi fingkat vang mengkha-
watirkan. Bisnis narkotika sudah
mencapai multi milyard dollar, sehingga
orang bicara tentang narco dollar
berputar dalam proyek-provek yang
dianggap paling menguntungkan.
Disini budaya kekerasan (ctiltur of
vioclence) termasuk teroristne tumbuh
melembaganyasmelalui tavangan TV
dan media layar perak vang meng-
komersialkan budaya tersebut tersebar
dan mempengaruhi sikap perilaku
masyarakat maupun aparatnya. An-
tisipasi terhadap masalah ini menuntut
kebutuhan akan bentuk penanggu-
langan {sekuriti) baru yang terutama
tertuju pada ikhtiar memberantas
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-krir__n'in:a_i_it@ , narkotikan, ._'rf_no'n'e u
loundry, perdagangan senjata api dan
terorisme untuk membendung budaya
kekerasan, Dalamkonteks ini peranan
Polisi : 'sébagéi garda terdepan lebih
ditonjolkan, bukan dengan menggu-
nakan militer untuk menanggapi
tantangan di dalam negeri.

-'Hal ini bisa terjadi karena keaman-
anlebihsering ditafsirkan dalamkonteks
ancaman fisik yang berasal dari luar.
Memberi pengertian seperti ini menun-
jukkan bahwa “[ketika suatu bangsal®
...... dipaksa untuk mengorbankan
nilai-nilai yang dianggapnya penting
(vital), ‘siapa yang menggangou ke-
amanan dianggap rmusuh, atau dipaksa

melakukan ‘sesuatu bukan atas kesa-

daran”.
pengertian keamanan dalam * Interna-
tional Encyclopaedia of the. Social sci-
ence” didefinisikan sebagai: “kemam:
puan bangsa untuk melindungi nilai-
nilai internalnya dari ancaman luar”
Dalam konsepsi ini kekuatan ini ke-
kuatan militer selalu dianggap sebagai
unsur yang paling penting. Karena itu
tidak mengherankan jika dikatakan
bahwa masalah keamanan adalah

membangun kekuatan untuk menang-

Dengan perbandingan itu

kal {to deter) atau mengalahkan {to |
defeat) serangan. © e
‘Dalam konteks itu, ilngkup ke-
amanan nasional menjadi penting
dibicarakan, dengan mengidentifikasi
berbagai komponen yang dapat dika-
tegorikan sebagai “keamanan dalam
negeri‘. Komponen-komponen ter-
sebut melipufi institusional, ideational
dan fisikal. Termasuk kategori yang
pertamaialahwacanakebangsaan dan
kesepakatan politik mengenai apakah
pemerintah_merupakan perwujudan
dari negara-bangsa {nation states),
bangsa-bangsa {sfate nation), part na-
tion states atau multinational states.
Komponen kedua adalah  instifusi-

institusi pemerintahan pemerintahan

Negara, termasuk parlemen, peme-

rinfah, konstitusi dan sistem hukum.
Komponen ketiga, vang terkahir,
meliputi segenap#tmberdaya (manu-
sia dan/atau alam} yangberada dalam
suatu wilayah.

Di samping itu konsep kedaulatan
(sovereignty) juga menghadapi
tantangan yangcukup serius. Berbagai
bentuk ancaman, baik dalam aspek
militer maupun non-militer, mempu-
nyai daya tembus (penetrability) yang
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semnakin besar. Difusiide dan.mun-
culnya Sénjatansenjata berteknologi
tinggi, khususnya vang termasuk dalam
wilayah kelabu {grey areos), memper-
kuat sosoknya sebagai unchallangable
threafs. Dimensi geografis mengalami
kontraksi; dan waktu yang diperlukan
untik mengantisipasi ancaman (early
warning) menjadi semakin pendek.
Pertahanan Negara menjadi suatu
persoalan yang semakin rumit.
Ierlebih lagi dalam konteks feno-
mena globalisasi vang digambarkan
dalam berbagai istilah (transnational
scene hingga global oukumene) dan
merujuk pada gejala luluhnya tapal-
batas (beundary eroding) menjadikan
kedaulatan menjadi sesuatu yang
sangat relatif, dan nyaris tak bisa
~ dipertahankan. Beberapa temuan di
bidang teknologi kormunikasi telah
secara berarti mengikis dimensiruang
dan waktu. Hal ini menyulitkan pula
untuk membedakan antara senjata
defensif dan ofensif. Apalagiglobalisasi
bisa menimbulkan berbagai paradox.
Ketika lalulintas investasi, komoditi,

- dan modal menjadl gejala kapitalisme

.:'giobai yang - menembus ‘batas-batas
a_:;iar negara, parokialisme kustru

_ w2-59)

menguat di betbagai belahan bumi.
Gaung ge-rakan Taliban di Afghani-
stan dan Ne-gara-negara Asia Tengah
hanyalah contoh paling kontemporer
vangdapatdisebut untuk menunjukkan
betapa agama da nilai-nilai . parokial
lain seperii etnisitas, merupakan
yang
dipertimbangkan dalamn pem-binaan

dimensi se-harusnya
keamanan Negara. Melalui revolusi
teknologi informasi dan ko-munikasi,
parokialisme it sendiri kini menjadi
semacaim kekuatan global. Persistensi
separatis[dandia dan Tamil, radikalisasi
Hammas dan Yahudi Orthodox di
Timur Tengah serta militansi
pemberontakn petani Chiapas di Me-
xico Selatan, eksplosi gerakan mahad
siswa di Seoul dan Bangkok dengan
mudah dapat me-nimbulkan demon-
stration effect di tempatsternpat lain,
maka tak terkeeudlinya juga bisa terjadi
di Indonesia.

Memahami keamanan dari sudut
menyeluruh (comprehensive) akan sa-
ngat bermanfaat untuk mendudukkan
kompleksitas masalahnya, tapibisa juga
sekaligus mencampuradulkan berbagai
solusi terhadap masalah itu. Hampir

tidak mungkin menggunakan konsep
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vangterlalu elastik sebagaialat analisis.
Sebab itu, sudah -Saaﬁiya ‘perumusan
peran Polri -dalam hubungannya de-
ngan masalah keamanan dalam negeri
merupakan persoalan penting vang
harus segera diputuskan; sama pen-
tingnya dalam bal ini melindungi ke-
‘selamatan warga masyarakat, memberi
peluang menyediakan prasarana
kesejahteraan kepada warga negara.

KESIMPULAN

Peristiwa peledakan bom tanggal
12 Qkiober 2002 di Bali dan beberapa
peristiwa sebelumnya merupakan
wujud “kelemahan yang mendasar
dalam useha pemerintah menjamin
keamanan ‘warga masyarakat dari
tindakn irasionalyangdilancarkancleh
kelompok teroris. ‘Bali yang dibang-
gakan sebagai simbol daerah wisata
merosol pamornya akibat peristiwa
fersebut. Dampak yang timbul dari
fenomena itu adalah perasaan tidak
aman masyarakat maupun pemeriniah
atas kemungkinan timbulnya serangan
ulang terorisme. Dari peristiwa ini
pemerintah dituntutuniuk menentukan
kebijakan dan strategi dalam .meng—

hadapi tantangan tersebut.

-Kebijakan yang diterapka‘?.i'ﬁigh
pemerintah dalam menanggapi‘"._ié‘-"
rorisme di Indonesia maupunkemung-
kinan serangan terorisme infernasional
(rogue states) yang dianggap sebagai
exis of evil harus memusatkan
perhatian pada kepentingan nasional
dan ptiori-tas dalam pe__mba_ngt;;_ggn
sehubimgan dengan proses reformasx
Hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan
moral clarity, yaitu sikap dan tindakan
yang tidak ambigu dalam memerangi
terorisme. . Inilah konsep untuk
menentukan * siapa kawan atau siapa
lawan”. Parson (1974) mengatakan:
“are you one of us or not? your attitude
on this question decides”.

Paradigma kebijakan moral clariiy
adalah menjurus kepada model zefo
sum game. Artinya, pemerintahharus
menerapkan pilihan melawan atau
diserang oleh deveris dalam konteks
konflik, seperti halnya dilakukan oleh
beberapa Negara di Asean (Malaysia,
Singapura, Thailand dan Filipina).
Sebaliknya dalam konteks politik non-
blok ada dilema yang dihadapi di
dalam Negeri, sebab situasi politik
internasional menunjukkan

kecenderungan negara saling
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beigapﬁxng satu ‘dengan yang “lain,
karena terjadi p}erca}rj]:aﬁrah kebijakan
antara}“.'.politik - konflik "dengan
kete_rgantuhgan;- ‘Aliansi menghadapi
terqﬂéme itu akan ferbentuk terutama
bagi pandangan masyarakat Indone-
sia-jilka mendapat keuntungan dalam
koalisi dari pada bertindak sendiri.
Dalam hal ini, piliban bersekutu dengan
Negara lain atau Negarayangdianggap
bisa memberi bonus lebih besar men-
jadipilihan utamanya. Adasuatu premis
bahwa bahwa semakin rawan posisi
suatau Negara maka semakin besar
kecendenmgannya untuk berkoalisi.
Sebagai contoh, tindakan yang diambil
oleh Pakistan. Dari sini tampak jelas
bahwa kebijakan moral clarity itu meru-
pakan penghimpun kekuatan politik
ekisernal negara dalamusahan meme-
rangi terorisme demi mempertahankan
nilai-nilai kebebasan pe-merifitah
dalam menghadapi sikap konfrintatif
dan juga kooperatif dari masyara-
katnya. Ini sebagai suatu kategorisasi
politikyang tegas, yangsangat mungkin
dampaknya harus dihadapi dengan
sikap keras oleh si pembuat kebijakan.
Sedangkan bagaimana kebijakan itu
diterapkan oleh para pembantu ter-

gantungsepenuhnya dalambeh_tl_ﬂ{ pra-
nata hukum vang dijadikan Idnd.éé'an.
Karena itu jika Polri selaras "de'hgan
kebijakan tersebut, tidak bisa dihindar-
kan harus memilih strategi all oufforce
dalam memerangi aksi-aksi texorismie.

Bertolak dari pemikiran tersebut
dari seluruh pesistiwa ledakan bom
yang tegadi di Indonesia telah ter-
stigmatisasi sedemikian rupa ‘sebagai
terorisme karena dilakukan dengan
menggunakan kekerasan dan ‘infi-
midasi melawan pemerintah (ihe use
of violence, intimidation, etc to against
and end; especially, a system of go-
vernmen rulling by terror). Meski ada
juga vang menyatakan bahwa, teroris-
me merupakan reaksi terhadap keti
dakadilan yang dilakukan oleh peme-
rintah. Karena itu ketika Indonesia
disebut-sebut sebagai sarang terois,
maka hampirtidak ada satupun warga
vang mau menerima. Selain dianggap
mengancam Kkemanusiaan terorisme
sama sekali juga tidak sesuai dengan

budaya bangsa.

SARAN / REKOMENDASI
Tanpa bermaksud mengurangi arti
penting pembahasan yang menekan-
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_ kan pada state centric, berkembangnya

terorisme dalam kaltan keamanan in-
dividual maupun masyarakat men;adx
faktor penentuanpembahaman konsep
keamanan dalam negeri. Keamanan
sebaga1 suatu konsep polmk yang
pentmg dalam konteks -prosper:ty
menun‘mt mstltum Poin untuk meme-

nu}n kntena memadax (adequate sta-

teness) dalarn mencxptakan keseim-
bangan antara kemampuan mengagu-
nakan kekerasan {(coercive capacity),
kekuatan infrastruktural {infrastructur
power), dan legitimasi tanpa syarat
{unconditional legibinacy).
Dihadapkan pada tuntutan ter-
sebut, maka Polri dalam mengemban
tugas menanggulangi terorisme harus
bertindaktegasdengancara:{1) meng-
efektifkanseluruh instumen dan hukum

vang ada ; (2) meratifitasi berbagai

konvensi internasional yang berkaitan

dengan terorisme; (3} mengeluarkan
executive order sesuaidengan kerangka
hukum. Keberadaan executive order
merupakan langkah sementara untuk
menutupi kesenjangan antara urgensi
dan legalitas upaya-upaya penang-
gulangan terorisme.

Di samping itu, memperhatikan

perkembangan geo poht:k 1nternaszo~-:

-:nal d;mana telah berkembang orga-

‘nisasi-organisasi ferorisme, demngan

struktur organisasinya yang bersifat
semi militer, dan telah melakukan_
beberapa tindakan pengacauan dl__
beberapa walayah Indonesia, termasuk
klimaknya (hmgga saatl ini) dengan
pemboman di Bali, maka tugas Poli
“terpaksa” harus memasuki bidéﬁ&
bidang vang bersifat “semni mzhtenstlk
* atau "paramiliter” vang sebelumnya
berada di luar mang fingkup tugas
kepolisian yang konvensional. '
Untuk mengantisipasi hal itu,
seyog-yanya kepada para pejabat
Kepolisian di tiap-tiap kesatuan diberi
pemahaman secara benar tentaﬁg
konsep dan teknologi dasar perseniat
taan militer yang mungkin dapat digu-
nakan oleh para teroris, dan dengan
demikian bisa unemberikan pertim-
banganyangtepat dalam menghadapi
tugas yang berat tersebut {yang se-
benarnya termasuk tugas kemiliteran).
Keadaan ini memak-sa Polri yang ber-
tanggung jawab dalam bidang ke-
amanan dalam negeri untuk me-
nemukan dokirin dan strategi baru,
guna menghadapi ancaman fersebut.





